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ABSTRAK 

Di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Keadaan disiplin pegawainya 

cukup optimal, karena masih ada sebagian pegawai yang tidak sesuai jam kerja masuk dan keluar kantor serta 

kurang paham secara penuh. Tujuan Penelitian yaitu Implementasi kebijakan disiplin kerja pegawai di kantor 

Kecamatan Amuntai Selatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yaitu Kualitatif 

Deskriptif. Sumber data dan teknik penarikan informan menggunakan purposive sampling sebanyak 14 orang 

informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di analisis 

dengan teknik data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kreadibilitas yaitu 

perpanjangan pengamatan, meningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan 

referensi dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan 

Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal 

ini dapat dilihat dari indikator antara lain ; Pertama; Kemampuan Teknis Cukup Optimal, karena pegawai 

menjalankan tugas sesuai tugasnya. Kedua; Kemampuan berkoordinasi cukup optimal. Ketiga: SOP sudah ada 

dan dijalankan. Keempat: Sosialisasi cukup optimal, Kelima; Kejelasan informasi juga cukup optimal, Keenam; 

Kepatuhan juga cukup optimal. Ketujuh; Partisipasi cukup optimal, karena masih ada sebagian yang melanggar 

jam kerja. Kedelapan; Pembagian wewenang cukup optimal. Kesembilan; Komitmen cukup optimal karena rata-

rata pegawai sudah menjalankan tugasnya masing-masing. Faktor penghambat seperti kurangnya motivasi pujian 

pegawai teladan dan kurangnya sosialisasi serta kurangnya pengawasan kepada pegawai yang berada di luar jam 

kerja. Faktor pendukungnya seperti adanya kendaraan dinas. Disarankan kepada Camat sebaiknya memberikan 

pujian pegawai teladan setiap apel pagi Senin dan meningkatkan sosialisasi disiplin kerja, kepada pemerintah 

daerah sebaiknya memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan karir dan kepada pegawai agar bisa 

lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Disiplin Kerja 

 

ABSTRACT 

In the South Amuntai District Office, North Hulu Sungai Regency, the employee discipline situation is 

quite optimal, because there are still some employees who do not comply with working hours in and out of the 

office and do not fully understand. The purpose of this study is the implementation of employee work discipline 

policies in the South Amuntai District Office and the factors that influence it. The research method is Qualitative 

Descriptive. Data sources and informant drawing techniques use purposive sampling of 14 informants. Data 

collection techniques are carried out by interviews, observation, and documentation. Analyzed using data 

techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Credibility tests include 

extended observation, increasing perseverance, triangulation, negative case analysis, using reference materials 

and conducting member checks. The results of this study indicate that the implementation of the Employee Work 

Discipline Policy in the South Amuntai District Office, North Hulu Sungai Regency is quite optimal, this can be 

mailto:haris.mahdian@gmail.com


 

   
Haris Mahdian, Jumaidi,  Ahmad Baihaqi |  Implementasi Kebijakan Disiplin.…| 936 

seen from indicators including ; First; Technical Ability is Quite Optimal, because employees carry out their 

duties according to their duties. Second; Coordination ability is quite optimal. Third: SOP are in place and 

implemented. Fourth: Socialization is quite optimal, Fifth; Clarity of information is also quite optimal, Sixth; 

Compliance is also quite optimal. Seventh; Participation is quite optimal, because there are still some who 

violate working hours. Eighth; Division of authority is quite optimal. Ninth; Commitment is quite optimal 

because on average employees have carried out their respective duties. Inhibiting factors include a lack of 

motivation to praise exemplary employees and a lack of socialization and lack of supervision of employees who 

are outside of working hours. Supporting factors include the availability of official vehicles. It is recommended 

that the Sub-district Head should give praise to exemplary employees every Monday morning roll call and 

increase socialization of work discipline, the regional government should provide opportunities for employees to 

develop their careers and for employees to be more responsible for their work. 

 

Keywords: Implementation, policy, work discipline 

 

PENDAHULUAN 

          Disiplin kerja pegawai Kantor Kecamatan adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati peraturan 

dan kewajiban yang berlaku. Kedisiplinan pegawai dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi dan 

menjaga kredibilitasnya di hadapan masyarakat. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, 

atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin 

PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

          Di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Keadaan disiplin 

pegawainya cukup optimal, karena masih ada sebagian pegawai yang tidak sesuai aturan jam kerja 

masuk dan keluar kantor.   

          Permasalahan yang terjadi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penelitian pada Kantor Kecamatan 

Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan permasalahan yang ada yaitu Pegawai jarang 

ada di tempat/tidak masuk kantor pada saat jam-jam kantor, seperti datang dan pulang kantor tidak 

sesuai dengan aturan (jam Kantor 08.00 - 16.30 WITA) sehingga disiplin pegawai Kantor Kecamatan 

Amuntai Selatan masih rendah dan pelanggaran masih dilakukan. Kurangnya tanggung jawab sebagian 

pegawai Kantor Kecamatan Amuntai  Selatan dalam mengemban pekerjaan selaku PNS sampai 

dibuatkan surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga tugas dan fungsinya tidak berjalan sesuai 

dengan ketentuan. Kurangnya pengetahuan sebagian pegawai Kantor Kecamatan Amuntai Selatan 

tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berkaitan dengan displin kerja. 

          Berdasarkan dari latar belakang, maka peneliti tertarik mengangkat judul berkenaan dengan 

“Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu 

Sungai Utara”. 

 

METODE 

          Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif yang mana penelitian ini mendeskripsikan suatu 

angka-angka maupun dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan variable yang diteliti. 

Sumber data dan teknik penarikan informan yang menjadi inti dari sampel dengan  menggunakan 

purposive sampling sebanyak 14 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
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wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi untuk. Di analisis dengan teknik data yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan memperoleh klasifikasi secara diskriptif. Uji 

kreadibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus 

negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan membercheck.  

 

PEMBAHASAN 

          Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja 

Pegawai Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara : 

1. Kemampuan Organisasi 

a. Kemampuan Teknis 

          Kemampuan teknis para pegawai di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara sudah baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 

2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu kewajiban, larangan, jenis dan tingkat 

hukuman serta upaya administrasi (pembelaan). Serta sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. 

b. Kemampuan Berkoordinasi 

          Secara keseluruhan kemampuan Kemampuan berkoordinasi para pegawai di Kantor 

Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik dengan melalui rapat 

rutinan dan memberi pengawasan serta berkomunikasi dengan baik. 

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

          SOP tentang disiplin kerja pegawai yaitu sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk yang melanggar disiplin kerja 

akan dilakukan sanksi berupa teguran secara lisan, pemeriksaan dan teguran secara tertulis 

atau surat peringatan untuk menjalankan suatu tugas atau proses secara konsisten, efisien dan 

sesuai standar yang telah ditetapkan. SOP tentang disiplin kerja pegawai sudah ada 

diberlakukan di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan. 

2. Informasi 

a. Sosialisasi 

          Sosialisasi tentang peraturan Disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Amuntai 

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal dilakukan walaupun hanya di Tingkat 

Kabupaten. 
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b. Kejelasan 

          Informasi cukup jelas tentang peraturan disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Amuntai Selatan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sosialisasi cukup dilakukan dan walaupun 

adanya di Kabupaten sehingga sebagian pegawai masih ada yang datang terlambat. 

3. DUKUNGAN 

a. Kepatuhan 

          Kepatuhan pegawai dalam mentaati peraturan dan larangan disiplin kerja pada untuk 

menciptakan budaya kerja yang positif, professional dan meningkatkan produktivitas serta 

menjadi dasar pengembangan karier pegawai Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara cukup optimal karena masih ada sebagian pegawai yang datang dan 

pulang kerja tidak tepat waktu. 

b. Partisipasi 

          Partisipasi atau keterlibatan aktif dan kesadaran pegawai tentang Peraturan Disiplin 

kerja pada Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal 

karena masih ada sebagian pegawai yang tidak tepat waktu dan belum sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

4. Pembagian Potensi 

a. Pembagian Wewenang 

          Pegawai pada Kantor Kecamatan Amuntai Selatan sudah diberikan tanggung jawab 

dan tugas serta fungsinya sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang keahlian dan jabatannya. 

b. Komitmen 

          Pegawai pada Kantor Kecamatan Amuntai Selatan sudah bertanggung jawab terhadap 

tugasnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

pegawai sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang keahlian dan 

jabatannya. 

          Faktor yang mempengaruhi  Peraturan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Kecamatan Amuntai 

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu Pertama; Faktor pendukung 

yaitu adanya kendaraan dinas bagi pegawai yang punya jabatan untuk menunjang jalannya tugas. 

Kedua; Faktor Penghambat yaitu kurangnya motivasi pujian pegawai teladan dan kurangnya 

sosialisasi disiplin serta kurangnya pengawasan kepada pegawai yang berada di luar jam kerja. 
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SIMPULAN  

          Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Disiplin Kerja Pegawai 

di Kantor Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup optimal, hal ini dapat 

dilihat dari indikator antara lain ; Pertama; Kemampuan Teknis Cukup Optimal, karena pegawai 

menjalankan tugas sesuai tugasnya. Kedua; Kemampuan berkoordinasi cukup optimal. Ketiga: SOP 

sudah ada dan dijalankan. Keempat: Sosialisasi cukup optimal, Kelima; Kejelasan informasi juga 

cukup optimal, Keenam; Kepatuhan juga cukup optimal. Ketujuh; Partisipasi cukup optimal, karena 

masih ada sebagian yang melanggar jam kerja. Kedelapan; Pembagian wewenang cukup 

optimal.Kesembilan; Komitmen cukup optimal karena rata-rata pegawai sudah menjalankan 

tugasnya masing-masing. Faktor penghambat seperti kurangnya motivasi pujian pegawai teladan 

dan kurangnya sosialisasi disiplin serta pengawasan yang cukup kepada pegawai yang berada di luar 

jam kerja. Faktor pendukungnya seperti adanya kendaraan dinas. 

          Disarankan kepada Camat sebaiknya memberikan pujian pegawai teladan setiap apel pagi 

Senin dan meningkatkan sosialisasi disiplin kerja, kepada pemerintah daerah sebaiknya memberikan 

kesempatan pegawai untuk mengembangkan karir dan kepada pegawai agar bisa lebih bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan. 
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